
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu “stafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda

dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan

resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaar feit itu. Karena itu para ahli

hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.1

Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang

dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana

berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.2Dalam konsep RUU KUHP tahun

2005 tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak

melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai

tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh

1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011,
hlm. 67.
2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 89.
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peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau

bertentangan  dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu

dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 2 (dua) sudut

pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis

artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan

perundang-undangan yang ada.

Contoh dari sudut pandang teoritis  yang diambil menurut Moeljatno, unsur tindak

pidana adalah:

a. Perbuatan;

b. yang dilarang (oleh peraturan hukum);

c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).3

Pendapat lainnya R. Tresna mengemukakan, tindak pidana  terdiri dari unsur-

unsur, yakni:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);

b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. diadakan tindakan penghukuman.4

3 Adami Chazawi, Op.Cit.,hlm. 79.
4 Ibid, hlm. 80.
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Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan-rumusan Buku II

KUHP tentang pengelompokan kejahatan dan Buku III KUHP memuat

pelanggaran, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan. Unsur kesalahan dan

melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan sering kali juga tidak

dicantumkan, yang sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur

kemampuan bertanggung jawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan 11 (sebelas) unsur

tindak pidana yaitu:

a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
i.  Unsur objek hukum tindak pidana
j.  Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.5

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan

normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

a.  Memahai arti dan akibat perbuatannya sendiri.

b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh

masyarakat.

5 Ibid,hlm. 82.
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c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga

dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (teorekensvatbaarhee)

mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan. 6

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, tenyata pula dalam asas hukum

yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan gren straf zonder

schuld, ohne schuld keine strafe.7

Pertanggungjawaban adalah sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang

membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari

sudut umum maupun dari orangnya.8

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak

pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan

keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal

44, Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang

telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur

bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, Pasal

49  Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

6 Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. GHalia Indonesia, Jakarta, 1985
hlm.108.

7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana . Bina Aksara, Jakarta, 1984. hlm.37.
8 Tri andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum. Universitas Lampung,Bandar Lampung,
2009. hlm. 97.
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Pasal 44 KUHP:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu
karena penyakit, maka hakim dapat meerintahkan supaya orang itu
dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu
percobaan.

(3) Ketentuan dalam Ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP:

(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa
untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta
benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman
serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan
oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan ancaman serangan
itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP:

(1) Barangsipa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan
yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana,
kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan
pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
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Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku

karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum

pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat

dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49(2) KUHP dan tidak ada alasan

pembenaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Pasal 49 (1), Pasal 50, dan

Pasal 51 KUHP. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan

antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang

diisyaratkan. Sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi

pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1.Pengertian Kekerasaan dalam Rumah Tangga

Presiden Megawati pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan dan

mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sesuai dengan namanya maka penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan

dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
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penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2.Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan

fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga adalah "perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka

berat."

Kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga adalah "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap

dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:



24

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau

di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan definisi bentuk-bentuk kekerasan tersebut di atas terlihat bahwa

Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga berusaha untuk

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini hak-hak korban mendapat

pengakuan dan diatur, sementara dalam KUHP hak-hak korban tidak diatur

karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku

kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitikberatkan pada

kepentingan terdakwa.

D. Pengertian Anak

Anak dalam kasus ini merupakan korban, jadi yang dijadikan dasar teori

konseptual adalah pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of The Child)

yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak berarti setiap
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manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

1. Dampak Kekerasan Fisik terhadap Anak

Pendidikan masa kecil seorang anak akan mempengaruhi perkembangan sikap

dan kepribadiannya di masa depan. Anak adalah peniru yang sangat besar.

Kekerasan terhadap anak dalam keluarga bukan saja salah, dilihat dari sudut hak

asasi anak tapi juga menimbulkan dampak sangat buruk terhadap masa depan

anak. Moore menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik

dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori.

Terdapat anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustasi; ada yang

menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepibadian sendiri;

ada yang sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa

benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan

adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya

sistem syaraf dan kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka

waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas

luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia..9

2. Perlindungan Anak

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi

suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu

indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan

9 http://perludiketahui.wordpress.com/dampak-kekerasan-terhadap-anak/ [19-9-2014]
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak,

bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang

tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan

dan tanggung jawab terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga

mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Instrumen-instrumen hukum ini menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia

memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dilakukan

untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah pentingnya pemahaman dan

implementasi atas hak-hak terhadap anak, seperti dalam Pasal 4  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap anak berhak untuk

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta

memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istemewa, karena hakim

selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim

sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan

perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila

pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.10

10 Ahmad Rifai. Op. Cit., hlm.102
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Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah, Hal ini

dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Selanjutnya, alat bukti

sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP diatur pada ketentuan Pasal 184

KUHAP yang menyatakan alat bukti adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti yang sah ialah:

1) keterangan saksi;
2) keterangan ahli;
3) surat;
4) petunjuk;
5) keterangan terdakwa.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman,

menyebutkan:

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali
undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat
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keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab,
telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,
dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan
di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut Al. Wisnubroto, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim

dalam mengambil keputusan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim

dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah11:

1. Faktor Subyektif, yaitu:

a. Sikap Perilaku Apriori

Hakim sering kali dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihinggapi suatu

prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus

dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan

dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga

tak bersalah (presumtion of innocence), terutama dalam perkara pidana. Sikap

yang bersifat memihak salah satu pihak (biasanya adalah penuntut umum atau

penggugat) dan tidak adil ini bisa saja terjadikarena hakim terjebak oleh rutinitas

11 Al. Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 88
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penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak

seimbang.

b. Sikap Perilaku Emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan berbeda

dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani

suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap Arogan (arrogance power)

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi

orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang

bersengketa lainnya, sering kali dapat mempengaruhi keputusannya.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan,

terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap

cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap

tidak adil lainnya.

2. Faktor Obyektif, yaitu:

a. Latar belakang sosial budaya

Latar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Hakim dalam

beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status

sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yangada dalam

masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah

atau rendah.
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b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi knowledge (pengetahuan, wawasan) dan skills

(keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian

merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah

profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan

peradilan, oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang

teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat

dipertanggungjawabkan.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah

dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi.

Dokumen ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan

bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan

kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.


